GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG INTEGRASI
JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO KE DALAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahv;ré dalam rangka memberikan jaminan
kesehatan kepada masyarakat peserta program
jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato telah

dilakukan sharing dana antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor S50
Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan
Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan;



Mengingat :

bahwa dengan beralihnya beberapa urusan yang

merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi
kewenangan  provinsi yang  mengakibatkan
kemampuan keuangan daerah terbatas, maka
sharing dana jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan
Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan

menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957  tentang  Pembentukan  Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau, sebagai ~ Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan :

10.

11.

12

— -

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 96);
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengén Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalarh Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 10 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Sumatera Barat Sakato;

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN
2014 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN
SUMATERA BARAT SAKATO KE DALAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN



Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014

tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam

Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(@)

(3)

(4)

Pasal 8
Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi ke dalam
jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan pemerintah daerah
mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat bagi penerima bantuan iuran.
Iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dibayarkan oleh Pemerintah
Provinsi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari
besaran iuran.
Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta integrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi peserta penghuni panti
sosial sebagaimana wdimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d

bersumber dari Anggafan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan pénempatannya dalam Berita Dae;'ah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ..2.



